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INTISARI

Lemb'aga hukum konsinyasi ganti rugi yang diatur sejak Keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1993 sampai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
diberlakukan ketika kesepakatan mengenai ganti kerugian tidak tercapai.
Pemberlakuan konsinyasi tersebut bertentangan dengan asas kesepakatan dalam
pengadaan tanah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 1). bagaimana
pengaturan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dan asas kesepakatan dalam
peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, 2).
apakah pengaturan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dan asas kesepakatan
dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
telah mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah, 3).bagaimana upaya
untuk menyesuaikan asas kesepakatan dengan ketentuan musyawarah terhadap
ganti rugi apabila tidak tercapai kata sepakat dalam peraturan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
perundang-uindangan, sejarah dan perbandingan hukum terhadap bahan hukum
primer berupa peraturan pengadaan tanah sejak tahun 1975 sampai dengan 2012.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). lembaga hukum konsinyasi
ganti rugi di dalam peraturan pengadaan tanah diberlakukan dalam dua hal, yaitu:
pertama, apabila tidak tercapainya kesepakatan mengenai ganti kerugian. Kedua,
apabila pelaksana pengadaan tanah tidak dapat melaksanakan musyawarah dengan
pemegang hak atas tanah. 2). pemberlakuan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi
dalam hal kesepakatan tidak tercapai merupakan suatu ketidakadilan bagi
pemegang hak atas tanah karena tidak mengindahkan kehendak pihak yang berhak
atas ganti kerugian. 3).upaya untuk menyesuaikan asas kesepakatan dengan
ketentuan musyawarah terhadap ganti rugi apabila tidak tercapai kata sepakat
dalam peraturan pengadaan tanah adalah menempuh prosedur pencabutan hak
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.

Kata Kunci: konsinyasi, asas kesepakatan, pengadaan tanah dan ganti rugi.



ABSTRACT

Compensation consignment which was regulated in Presidential Decree
Number 55 of 1993 until the latest Act Number 2 of 2012 on Land Acquisition for
Public Interest is applied when an agreement about compensation cannot be
achieved. The application of that consignment is in contradiction with informed
consent principle of land acquisition. This research’s objectives are: 1). to know
the regulation of compensation consignment and informed consent principle in
land acquisition for public interest in order to uphold the justice for the owners of
land titles, 2) to know whether the regulation of compensation consignment and
informed consent principle in land acquisition for public interest guarantee the
justice for the owners of land titles, 3) to analyze the way to harmonize the
regulation of informed consent principle with the negotiation of compensation in
case the agreement of land acquisition cannot be achieved.

The method of this research is juridical normative by using statute,
historical and comparative approach to the primary legal source of land
acquisition regulations of 1975 to the 2012.

The results of this research show that: 1) compensation consignment in
acquisition land regulation is applied in two conditions. First, the agreement of
compensation cannot be achieved. Second, the compensation negotiation cannot
be held with the owners of land titles. 2). The application of compensation
consignment when the agreement cannot be achieved is a violation of justice to
the owners of land titles. 3). The solution to harmonize the regulation of informed
consent principle with the negotiation of compensation in case the agreement of
land acquisition cannot be achieved is by applying land compulsory acquisition in
Act Number 20 of 1961.

Keyword: consignment, informed consent principle, land acquisition and
compensation.
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